BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.1543, 2016 KEMEN-KUKM. Perangkat Daerah. Nomenklatur.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PER/M.KUKM/X/2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengabh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4866);


http://www.peraturan.go.id

2016, No.1543

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 106);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor O08/PER/M.KUKM/I1X/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
seorang atau badan hukum  koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasali,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan wusaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.
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10.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur
pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang

membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

BENTUK, TIPE, NOMENKLATUR DAN PENGGABUNGAN

(1)

URUSAN

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2
Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi

dan usaha kecil berbentuk dinas.
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Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan
fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

koperasi dan usaha mikro berbentuk dinas.

Bagian Kedua

Perangkat Daerah

Pasal 3
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan
dalam tipe A, tipe B dan tipe C.
Perangkat Daerah tipe A untuk mewadahi beban kerja
yang besar, Perangkat Daerah tipe B dengan beban kerja
yang sedang, dan Perangkat Daerah tipe C dengan beban

kerja yang kecil.

Pasal 4

Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran
intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
koperasi dan usaha mikro dan kecil.

Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 5
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi.
Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
merupakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten/Kota.
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Bagian Keempat
Penggabungan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah

Pasal 6
Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), urusan
pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas
Daerah provinsi dan dinas kabupaten/kota sendiri, maka
harus digabung dengan urusan pemerintahan lainnya
yang serumpun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal penggabungan urusan koperasi dan usaha
kecil dan menengah pada Perangkat Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setingkat
bidang, Nomenklaturnya disebut Bidang Koperasi dan
Usaha Kecil.
Dalam hal penggabungan urusan koperasi dan usaha
kecil dan menengah pada perangkat daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk setingkat bidang, Nomenklaturnya disebut
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
Dalam hal penggabungan urusan koperasi dan usaha
kecil dan menengah pada perangkat daerah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setingkat
seksi, Nomenklaturnya disebut Seksi Koperasi dan Usaha
Kecil.
Dalam hal penggabungan urusan koperasi dan usaha
kecil dan menengah pada Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk setingkat seksi, Nomenklaturnya disebut Seksi

Koperasi dan Usaha Mikro.
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BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Pasal 7
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tipe B
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tipe C

terdiri atas paling banyak 2 (dua) bidang.

Pasal 8

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),
terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4
(empat) bidang.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 3 (tiga) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga)
bidang.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 2 (dua) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.
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Pasal 10

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),
terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua)
bidang.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 2 (dua) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Paragraf Kedua
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten/Kota

Pasal 11

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas paling banyak 4
(empat) bidang.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten/Kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
bidang.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua)
bidang.

Pasal 12

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tipe A
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri
atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat)
bidang.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 3 (tiga) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.
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Pasal 13

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten/Kota tipe B sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan
paling banyak 3 (tiga) bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 2 (dua) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 14

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten/Kota tipe C sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan
paling banyak 2 (dua) bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 2 (dua) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 15
Pembagian dan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dan Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota,
dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi dan nama
jabatan bidang, sub bidang, dan jabatan fungsional
ditentukan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan rincian
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dan

Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
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Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2016

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 13/Per/M.KUKM/X/2016
TENTANGPEDOMAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH BIDANG
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA FERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM PROVINSI

A DINAS KOPERASI DAN UKM TIPE A

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tipe A
mempunyai tugas dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai

tugas pokok sebapgai berikut:

a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) daerah provinsi;

b. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) daerah provinsi;

c. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yvang
wilayah keanggotaannyva lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
{satu) daerah provinsi;

d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan
pinjam funit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 [satu)

daerah provinsi;

2016, No.1543
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e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam funit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi;

f. menpgoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperaszian bagi
koperasi yang wilayah  keanggotaannya lintas daerah
kabupaten /kota dalam 1 [satu) daerah provinsi;

g. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang
keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi;

h. mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan
melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

i. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi
peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;

j- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; dan

k. menetapkan pelaksanakan administrasi umum, perencanaan

program dan anggaran serta ketatausahaan.

. Sekretariat Dinas Koperasi dan Uzaha Kecil dan Menengah

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan,
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum,
perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan yang terdiri
atas 3 (tiga) subbagian sebagai berikut:
1) Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun
rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.
2) Subbagian Penyusunan Program
Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok
menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan
program kegiatan.
3) Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana

anggaran dan pelaporan keuangan.

www.peraturan.go.id
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3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan

Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok sebapgai

berikut:

a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;

b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam yang akurat;

c. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan
pinjam untuk koperasi;

d. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan
kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

e. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran
dasar koperasi dan pembubaran koperasi;

f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan
laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
dan

g. mengoordinasikan  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Perizinan dan Kelembagaan terdiri atas 3 (tiga) seksi sebapgai
berikut:

1)

2)

3)

Seksi Perizinan

Seksi Perizinan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a) menganalisis dokumen permochonan izin usaha simpan pinjam;

b) menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas.

Seksi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a] menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan
anggaran dasar koperasi;

b} menganalisa berkas pembubaran koperasi; dan

c| merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan
laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi

Seksi Monitoring, Ewvaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi

mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
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a] merencanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan

b) menganalisis data dan jumlah koperasi sertakoperasi simpan
pinjam /unit simpan pinjamyang akurat.

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas pokok

sebagai berilout:

a.

mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yvang
wilayah keanggotaannya lintas daerahkabupaten/kota dalam 1

(zatu) daerah provinsi;

. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan

pinjam funit simpan pinjamkoperasi yang wilayah keanggotaannya
lintas daerahkabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi

simpan pinjam/unit simpan pinjam;

. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam

yang sehat melalui penilaian koperasi;

. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan

pinjam funit simpan pinjam; dan
mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan
sanksi bagi koperasi.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi yang terdiri atas 3
itiga| seksi sebagai berikut:

1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan

Pinjam

Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan

Pinjammempunyai tugas pokok sebagai berilout:

a) merencanakan upaya penciptaan iklim usaha wyang sehat
melalui penilaian kesehatan koperasi;

b) menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam /unit simpan pinjam; dan

c)] menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit

simpan pinjam.

2} Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
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Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai

tugas pokok sebagai berikut:

a) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan
usaha koperasi; dan

b) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam.

Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas pokok

sebagai berikut:

a] menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan; dan

b) menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.

. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok sebapgai
berikut:

a.

mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

b. mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi

koperasi;

. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan

luar negeri;

. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis

anggota koperasi;

. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha

lainnya;
mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi
peranghkat organisasi koperasi; dan

. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri atas 3 (tiga) seksi sebapai
berikut:

1)

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Sekszi Fasilitazsi Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai

berikut:

a] merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

b) membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha
lainnya; dan
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c|] mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam
dan luar negeri.

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a) mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan
bagi koperasi; dan

b) merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas

pokok sebagai berilout:

a) merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
anggota koperasi;

b) merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi
perangkat organisasi koperasi; dan

c] menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi
perangkat organisasi koperasi.

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok sebapgai
berikut:

a.

b.

mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam

dan luar negeri;

. mengoordinasikan  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;

. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi

peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan

mengeordinasikan pengembangan kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai
berikut:

1}

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
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Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas pokok sebapai

berikut:

a) merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan
luar negeri; dan

b) menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMEK).

2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Keeil
mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
b} merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi
peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
c)] merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pemberdayaan usaha keeil.

3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas
pokok merencanakan pengembangan kewirausahaan.

B. DINAS KOPERASI DAN UKM TIPE B

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tipe B
mempunyai tugas dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai

tugas pokok sebagai berikut:

a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) daerah provinsi;

b. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) daerah provinsi;

c. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang
wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
(zatu) daerah provinsi;
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d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan
pinjam funit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi;

e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam /unit simpan pinjam  koperasi wyang  wilayah
keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 [satu)
daerah provinsi;

f. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi
koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi;

g. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang
keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 [satu)
daerah provinsi;

h. mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan
melalul pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemanglku kepentingan.

i. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi
peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;

j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; dan

k. menetapkanpelaksanakan administrasi wumum, perencanaan

program dan anggaran, ketatausahaan.

. Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
mempunyai tugas pokok menyelenggaraltan fungsi kesekretariatan,
mengoordinasikan  pelaksanaan kegiatan administrasi umum,
perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan yang terdiri
atas 2 (dua) subbagian sebagai berikut:
1) Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun
rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.
2) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program
Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas
pokok Menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan
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pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencana anggaran
dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok
sebagai berilout:

a.

memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;

b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit

simpan pinjam yang akurat;

. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan

pinjam untuk koperasi;

. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan

kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran

dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan
laporan tahunan koperasi simpan pinjam funit simpan pinjam;

. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang

wilayah keanggotaannya lintas daerahkabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah provinsi;

. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan

pinjam funit simpan pinjamkoperasi yang wilayah keanggotaannya
lintas daerahkabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
mengeordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam;

mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam
yang sehat melalui penilaian koperasi;

. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan

pinjam funit simpan pinjam;
mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan

sanksi bagi koperasi; dan

. mengoordinasikan  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas 3 (tiga] seksi

sebagai berikut:
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1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan

2)

3)

Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas pokok sebagai
berikut:

aj

b

c)

d)

e

gl

menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;

menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas;

menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan
anggaran dasar koperasi;

menganalisa berkas pembubaran koperasi;

merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan
laporan tahunan koperasi simpan pinjam funit simpan pinjam;

merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan

menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan
pinjam /unit simpan pinjam yang akurat.

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas

pokok sebagai berikut:

a)
b)

c)

menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi; dan
merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis

anggota koperasi.

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a)

b)

c)

d)

e)

merencanakan upaya penciptaan iklim usaha wyang sehat
melalui penilaian kesehatan koperasi;

menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam /unit simpan pinjam;

menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam;

merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan
usaha koperasi; dan

merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan

pinjam /unit simpan pinjam.
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4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai

tugas pokok sebagai berikut:

B,

b.

mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi
koperasi;

. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan

luar negeri;

. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis

anggota koperasi;

. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha

lainnya;
mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi
perangkat organisasi koperasi; dan

. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri atas 3 (tiga] seksi sebapai
berikut:

1)

2)

3)

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Seksi Fasilitazi Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok sebapai

berikut:

a] merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

b) membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha
lainnya; dan

c| mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam
dan luar negeri.

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a)] mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan
bagi koperasi; dan

b) merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas
pokok sebagai berilout:
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a) merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi
perangkat organisasi koperasi; dan

b} menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi
perangkat organisasi koperasi.

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok sebagai
berikut:

a.

mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;

b. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam

dan luar negeri;

. mengoordinasikan  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;

. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK]);
. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi

peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri atas 3 [tiga)} seksi sebagai
berikut:

1)

2)

3)

Selsi Fasilitasi Usaha Kecil

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas pokok sebapai

berikut:

a] merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan
luar negeri; dan

b) menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUME).

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil

mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
b} merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi
peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
c)] merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.
Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
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Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas
pokok merencanakan pengembangan kewirausahaan

C. DINAS KOPERASI DAN UKM TIPE C

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tipe C

mempunyai tugas dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai

tugas pokok sebagai berikut:

a.

menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam
1 [satu) daerah provinsi;

menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam
1 [satu) daerah provinsi;

. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang

wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1

(zatu) daerah provinsi;

. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan

pinjam funit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi;

. menetapkan hasil penilaian  kesehatan koperasi simpan

pinjam funit simpan  pinjam = koperasi yang  wilayah
keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi;

mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi
koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi;

mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang
keanggotaannya lintas daerah kabupatenfkota dalam 1 (satu)

daerah provinsi;
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h. mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan
melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

i. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi
peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;

j. menpgoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; dan

k. menetapkanpelaksanakan administrasi wumum, perencanaan

program dan anggaran, ketatausahaan.

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan,
mengoordinasikan  pelaksanaan kegiatan administrasi umum,
perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan yang terdiri
atas 2 (dua) subbagian sebagai berikut:
1) Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun
rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.
2) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program
Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas
pokok menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan
pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencana anggaran
dan pelaporan keuangan.

. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok

sebagai berikut:

a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;

b. memverifikasi data dan jumlah Lkoperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam yang akurat;

c. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan
pinjam untuk koperasi;

d. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan
kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

e. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran
dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
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f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan
laporan tahunan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam;

g. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang
wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi;

h. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan
pinjam /funit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya lintas daerahkabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi;

i. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam;

j- mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam
yang sehat melalui penilaian koperasi;

k. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan
pinjam /unit simpan pinjam;

l. menpgoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan
sanksi bagi koperasi; dan

m. mengoordinasikan  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas 3 (tiga) seksi
sebagai berikout:
1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan
Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas pokok sebapai
berikut:
a) menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
b) menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas;
c) menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan
anggaran dasar koperasi;
d) menganalisa berkas pembubaran koperasi;
e)] merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan
laporan tahunan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam;
f) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
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gl menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan
pinjam /unit simpan pinjam yang akurat.

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas

pokok sebagai berikut:

a) menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;

b} menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi; dan

c) merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
anggota koperasi.

Selksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a] merencanakan upaya penciptaan iklim usaha wyang sehat
melalui penilaian kesehatan koperasi;

b) menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam /unit simpan pinjam;

c) menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam;

d) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan
uszaha koperasi; dan

e] merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan

pinjam /unit simpan pinjam.

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil

mempunyai tugas pokok sebagai berileut:

a.

mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

b. mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi

koperasi;

. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan

luar negeri;

. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan telknis

anggota koperasi;

. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha

lainnya;
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mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi
perangkat organisasi koperasi;

mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam
dan luar negeri,

mengoordinasikan  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMEK);
mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi
peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan

. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil
terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1)

2)

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai

tugas pokok sebagai berikut:

a) merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

bj mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan
bagi koperasi;

c|] membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha
lainnya;

d) mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam
dan luar negeri; dan

e) merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecilmempunyai tugas

pokoksebagai berikut:

a] mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;

b) merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan
luar negeri;

c] menganalizsis data izin usaha mikro kecil (IUMK);

d) merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi
peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
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e) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan

mempunyai tugas pokoksebagai berikut:

a) merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi
perangkat organisasi koperasi;

b} menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi
perangkat organisasi koperasi; dan

c)] merencanakan pengembangan kewirausahaan.

MENTERI KOFERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

AAGN. PUSPAYOGA
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 13/Per/M.KUKM/X/2016
TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR

FERANGKAT DAERAH BIDANG
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM KABUPATEN,/KOTA

A. DINAS KOPERASI DAN UKM TIPE A

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tipe A

mempunyai tugas dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai

tugas pokok sebagai berikut:

a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
dengan wilayah keangpgotaan dalam 1 (satu) kabupaten /kota;

b. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi
dengan wilayah keangpgotaan dalam 1 (satu) kabupaten [kota;

c. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang
wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten /kota;

d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan
pinjam funit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya dalam 1 [satu) kabupaten /kota;

e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam funit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten /kota;
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f. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi
koperasi vyang wilayah keanpggotaannya dalam 1 (satu)
kabupaten /kota;

g. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang
keanggotaannya dalam 1 [satu) kabupaten /kota;

h. mengoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan
melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemanglku kepentingan.

i. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;

j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; dan

k. menetapkan pelaksanakan administrasi umum, perencanaan

program dan anggaran serta ketatausahaan.

. Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan,
mengoordinasikan  pelaksanaan kegiatan administrasi umum,
perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan yang terdiri
atas 3 (tiga) subbagian sebagai berikut:
1) Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun
rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.
2) Subbagian Penyusunan Program
Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok
menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan
program kegiatan.
3) Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana

anggaran dan pelaporan keuangan.

. Bidang Perizinan dan Kelembagaan

Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok sebagai
berikut:

a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
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. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit

simpan pinjam yang akurat;

. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan

pinjam untuk koperasi;

. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan

kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran

dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan
laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

dan

. mengoordinasikan  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Perizinan dan Kelembagaan terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai
berikut:

1)

2)

3)

Seksi Perizinan

Seksi Perizinan mempunyai tugas pokek sebagai berikut:

a] menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;

b) menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas.

Seksi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a) menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan
anggaran dasar koperasi;

b) menganalisa berkas pembubaran koperasi; dan

c¢)] merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan
laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

Sekszi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi

Seksi Monitoring, Ewaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi

mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a) merencanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan

b} menganalisis data dan jumlah koperasi sertakoperasi simpan

pinjam funit simpan pinjamyang akurat.
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4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pengawaszan dan Pemeriksaan mempunyai tugas pokok
sebagai berikut:

a.

mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang
wilayah keangpotaannya dalam 1 (satu) kabupaten / kota;

. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan

pinjam funit simpan pinjam  koperasi wyang  wilayah
keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten fkota;

. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi

simpan pinjam/unit simpan pinjam;

. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam

yang sehat melalui penilaian koperasi;

. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan

pinjam funit simpan pinjam; dan
mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan

sanksi bagi koperasi.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi yang terdiri atas 3

itiga) seksi sebagai berikut:

1j

2)

Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam { Unit Simpan

Pinjam

Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan

Pinjam mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a) merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat
melalui penilaian kesehatan koperasi;

b} menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam /unit simpan pinjam; dan

c|] menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam.

Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai

tugas pokok sebagai berikut:

a] merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan
usaha koperasi; dan

b merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan

pinjam /unit simpan pinjam.
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Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas pokok
sebagai berikut:

a) menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan; dan
b) menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.

. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai

berikut:

a. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

b. mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi
koperasi;

c. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal
dan nasional;

d. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
anggota koperasi;

e. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha
lainnya;

f. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi
perangkat organisasi koperasi; dan

g. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai
berikut:

1}

2)

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Sekszi Fasilitazsi Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai

berikut:

a] merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

b) membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha
lainnya; dan

c| mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat
lokal dan nasional.

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

Seksi Pengembanpan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
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a) mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan
bagi koperasi; dan

b) merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas

pokok sebagai berikut:

a) merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
anggota koperasi;

b) merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi
perangkat organisasi koperasi; dan

c)] menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi
perangkat organisasi koperasi.

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok sebagai
berikut:
a. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro,

b. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat

lokal dan nasional;

. mengoordinasikan  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;

. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK];
. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi

peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikroterdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai
berikut:

1)

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas pokok sebapgai

berikut:

a) merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat
lokal dan nasional; dan

b} menganalisis data izin usaha mikro kecil [[UMK].
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2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha
mikro;

b} merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan

c) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.

3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas

pokok merencanakan pengembangan kewirausahaan.

B. DINAS KOPERASI DAN UKM TIPE B

Dinas Koperasi dan Usaha Keecil dan Menengah dengan tipe B

mempunyai tugas dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai

tugas pokok sebagai berikut:

a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
dengan wilayah keangpgotaan dalam 1 (satu) kabupaten /kota;

b. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi
dengan wilayah keangpgotaan dalam 1 (satu) kabupaten [kota;

c. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang
wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten /kota;

d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan
pinjam funit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya dalam 1 [satu) kabupaten /kota;

e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam funit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten /kota;

f. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperaszian bagi
koperasi yang wilayah dalam 1 |satu) kabupaten /kota;
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g. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang
keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten fkota;

h. mengoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan
melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

i. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;

j- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungzional;dan

k. menetapkanpelaksanakan administrasi umum, perencanaan

program dan anggaran, ketatausahaan.

. Selretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
mempunyai tugas pokok menvelenggarakan fungsi kesekretariatan,
mengoordinasikan  pelaksanaan kegiatan administrasi  umum,
perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan yang terdiri
atas 2 (dua) subbagian sebagai berikut:
1) Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun
rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.
2) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program
Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas
pokok menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan
pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencana anggaran
dan pelaporan keuangan.

. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyal tugas pokok

sebagai berilout:

a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;

b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjamyang akurat;

c. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan
pinjam untuk koperasi;

d. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan
kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

-37-

e. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran
dasar koperasi dan pembubaran koperasi;

f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan
laporan tahunan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam;

g. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang
wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

h. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan
pinjam funit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya dalam 1 [satu) kabupaten /kota;

i. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam;

j. mengeordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam
yang sehat melalui penilaian koperasi;

k. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan
pinjam funit simpan pinjam;

l. mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan
sanksi bapi koperasi; dan

m. mengoordinasikan  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas 3 (tiga] seksi
sebagai berikut:
1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan
Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas pokok sebapgai
berikut:
a) menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
b) menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas;
c¢) menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan
anggaran dasar koperasi;
d} menganalisa berkas pembubaran koperasi;
e) merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan
laporan tahunan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam;
f) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
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gl menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan
pinjam /unit simpan pinjam yang akurat.

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas

pokok sebagai berikut:

a) menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;

b} menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi; dan

c) merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
anggota koperasi.

Selksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a] merencanakan upaya penciptaan iklim usaha wyang sehat
melalui penilaian kesehatan koperasi;

b) menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam /unit simpan pinjam;

c) menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam;

d) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan
uszaha koperasi; dan

e] merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan

pinjam /unit simpan pinjam.

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai

tugas pokok sebapgai berilkout:

a.

mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

b. mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi

koperasi;

. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal

dan nasional;

. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan telknis

anggota koperasi;

. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha

lainnya;
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f. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi
perangkat organisasi koperasi; dan
g. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri atas 3 (tiga)] seksi sebagai
berikut:
1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
Sekszi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok sebapai
berikut:
a] merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
b) membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha
lainnya; dan
c| mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat
lokal dan nasional.
2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
a) mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan
bagi koperasi; dan
b} merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
3) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas
pokok sebagai berikut:
a) merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi
perangkat organisasi koperasi; dan
b} menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi
perangkat organisasi koperasi.
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok sebagai
berikut:
a. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
b. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat
lokal dan nasional;
c. mengoordinasikan  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
d. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMEK);
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e. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
f. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai

berikut:

1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas pokok sebapgai
berikut:

a) merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tinghkat
lokal dan nasional; dan
b} menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMEK]).

2} Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
Seksi Pengembanpgan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha
mikro;

b} merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan

c) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.

3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas
pokok merencanakan pengembangan kewirausahaan.

C. DINAS KOPERASI DAN UKM TIPE C

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tipe C
mempunyai tugas dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai
tugas pokok sebagai berikut:
a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi

dengan wilayah keanggotaan dalam 1 [satu) kabupaten fkota;
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b. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten (kota;

c. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang
wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan
pinjam /funit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya dalam 1 [satu) kabupaten fkota;

e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam funit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten fkota;

f. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi
koperasi yang wilayah dalam 1 (satu) kabupaten /kota;

g. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yvang
keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten /kota;

h. menpoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan
melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

i. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;

j- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;dan

k. menetapkan pelaksanakan administrasi umum, perencanaan

program dan anggaran, ketatausahaan.

. Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan,
mengoordinasikan  pelaksanaan kegiatan administrasi umum,
perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan yang terdiri
atas 2 (dua) subbagian sebagai berikut:
1) Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun
rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatansahaan.
2) Subbagian Kenangan dan Penyusunan Program
Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas
pokok Menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan
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pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencansa anggaran
dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok

sebagai berikout:

a.
b.

memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjamyang akurat;

. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan

pinjam untuk koperasi;

. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan

kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran

dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan
laporan tahunan koperasi simpan pinjam funit simpan pinjam;

. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang

wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan

pinjam funit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten /kota;
mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam;

mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam
yang sehat melalui penilaian koperasi;

. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan

pinjam /unit simpan pinjam;
mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan
sanksi bagi koperasi; dan

. mengoordinasikan  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas 3 (tiga) seksi

sebagai berilout:
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1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan

2)

3)

Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas pokok sebapgai
berikut:

aj

b)

c)

d)
e}

el

menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas;

menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan
anggaran dasar koperasi;

menganalisa berkas pembubaran koperasi;

merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan
laporan tahunan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam;

merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan

menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan
pinjam /unit simpan pinjam yang akurat.

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas
pokok sebagail berikut:

aj
b)
c)

menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi; dan
merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis

anggota koperasi.

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

aj

b)

c)

d)

merencanakan upaya penciptaan iklim usaha wyang sehat
melalui penilaian kesehatan koperasi;

menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam /unit simpan pinjam;

menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam;

merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan
usaha koperasi; dan

merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan

pinjam /unit simpan pinjam.
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4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

mempunyai tugas pokok sebagai berikout:

a.

b.

i

mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi
koperasi;

. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal

dan nasional;

. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis

anggota koperasi;

. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha

lainnya;

mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi
perangkat organisasi koperasi;

mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat
lokal dan nasional;

mengoordinasikan  pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
mengeordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUME);
mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan

. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1)

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Sekzi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai

tugas pokok sebagai berikut:

a] merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

b) mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan
bagi koperasi;

c|] membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha

lainnya;
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mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat
lokal dan nasional; dan
merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas
pokoksebagai berikut:

a)

b)

c)
d)

€)

mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha
mikro;

merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat
lokal dan nasional;

menganalisis data izin usaha mikro kecil ([[UMK);
merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan
Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan

mempunyai tugas pokoksebagai berikut:

a)

b)

c)

merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi
perangkat organisasi koperasi;

menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi
perangkat organisasi koperasi; dan

merencanakan pengembangan kewirausahaan.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

AAGN. PUSPAYOGA

2016, No.1543

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

-46-

2016, No.1543

Lo e
SYLTYNE
NWIVHONINGS 15435

EvERA0N WOS SYLMYIMTE
WY LIVEDININTG A5

W WHEN NDNNONTTESd L]
PN NSN3 WY DN ENDN B PN
A0 YHYEn
ISYLISYY B35
TN THYEN
ISYLMISYS 15435 Ly a0 ]
RN TR IRNG D
TN WHYSN NYYAWTETIWEd m_l..-.._u_.ml— S

ISANAS B NYHNLYYd

[TYNOISDNNL NY LVl

VHYSN KW NYYOYEINTTEN
WS 15435

W HANId NI Ivad0E vL¥D NYD
NSO 3d "By IWAL
[r—— 'EINFICLINOIN FNES
KYVRVBNTII
EYHIE0N AT

N lvHISTS

TR I %

ke LR R

RV WY ST AMYDNGS NYrEIWRNTTEN

vaE NYO NYNIZIES SNV

HYDNINI NV B3 wHYSN
NY0 SVHIJON SYNID

BN AN A

WO TD3E WHYSN WD
) SyMad LISV

¥ H4LL ISNIAOHd WMN NVJ ISVHHdOM SWYNIO 'Y

VLOM/NILVANGYH NV ISNIAOXd WM NVd ISVAIdON DNVAIE NVHVLNINANAd NYSOuan
HYHHIVO LYNDONYHHd ISVSINYDHO dNINNELS

HYONININ
Nvd TIDEM YVHYSN NvVd ISVHMEJOM ODONVAE HydIva
LVMONYHEEd HNIVDINGWON NVWOOId SONVINIL
O10E /X /WM W/ 78d /£1 MOWON

HYONINIW NYd TIDEE VHVSN Nvad

ISVHAJON MALNTN NvaNLYaEd

I NVHIdNYT

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2016, No.1543

-47-

ISVHIS0H WHYEN NYDNNONITH34

) NVLYTION TS WY SN IONES 15035

NYVHVSTIVHEM e
TYNOISONIS
SYAITYIVN NYLYAONING 15435 it PRVSDURES sy O
T o MO NYSYMYONI 15335
I WHVS NYINNANTTHI SLITHIIS NYLVADNNId 15435
WD WLV MO NN I0M D 15505 i NVHMLYHId
NYAWHING NV NYYLDDONYIN 15535
ISWHIAC
NYNIZINId
n ¥4 158 WHVSTHISYLITISY 15435
2300 WHYSI BV LTISYS 15335 TN e
ISYHIAON NVONYINIINI NYVO
NYSYATDNTD NS NYYOTENITEN DN
TIT VHVSN NVWAYTUIENGd ONVOIE shelisrsepi
WHHEOTE NYNNSNANT
N NYSINYI OVE B8NS
L OvE ans
HUON SN
MWL T2 WHY ST YL ISWEISOE SWNIL IVIEYLIHES

HYDNININ N 11038 YHYSN
Wod ISYHId 0N SYNID

H HdALL ISNIAOHEd WO NVJ ISVIHJdON SYNIA H

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

-48-

2016, No.1543

N THYSIVHININ NYO ISYHId0N
VLIS SWLY TVT 1N NV LY I 150 ES

T HYSNISYL TSV
N0 MY WAYTEIGNG 15435

ISWHISON NeDINVEINION I
HYO NN IEN I 15435

TITA VHESM ND
__m.ch_..ﬁu. NYDNYINIONT NV NYEAVORIRNGS DN

#

TYNOISDNNY

RYIYTENG N0 MYSE T3N3
R, NYSYMYONI ISH35

NVLVYHISIN

NYHMIYHEI MY SYHINTd
N NV LODONYIN 15935

N0 WYY DYENITIN 15935

NYNIZIYI4

WVHOOHE NYNNSNANGD
NYO NYONYNEE DvE 8ns

NVSYMYDNGD NV NYDVBINI N DNvOIE

Ml SYE@ns

T2 WHWSH N0 1SYE30M SYNIO LIy LI N35

HYLIN I MY

HYDNININ NYO 123N wHYSN
WO 1SN0 SN0

2 HALL ISNIAOMd WHN NVJ ISVEEJdON SYNIA ™D

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2016, No.1543

-49-

NYHYSITHIAMIN

CYLITYNA NYLYADNING 435

| oy vHYSN MYONNONYIY NYD
| ‘NYLYNDNID NYDNTEWIDNI 15435

ISVUIS0N NYDNNONITE3d N0

W LETIEHN G NN 08 3 15535

OHNIN YHYS ISV LTSV 1SN35

NYLWHOMNINDS 15435

ISYHIS0H WIS S LITYNA

ISYHISON

RHYSTISYLITISY A 15435

TYNOISONMN
NLvEYT

ORI YHYSTI NYYAYTHIRINGY DN

1SWHISON N WAYIHIANAS DO

ISHNYS NV NYHiL v 3d
NYAYHINI 15535

ISWHAA0N W1v0
N0 NYHOCY 13 1SYITvA
1SWHIA0N DI NN 55
WHYSN Ny NyvOvamang
NV IMINA 15935 WOVEINTIN

IEVHIAON MY LY HISTN
NVIYTINGd 15435

| —

NYSRIHANEd MO TN
NV NvSYATDNId DNeE N0 NYNIZIE3d DMYOIR

NYENYIEN
ovd ans

PVHOOES
WYNNSNANS 9% @S

NLSvaans

HYDNININ WD
TEIEN FHYSA NVD ISYHIGON SYNID VI LTHNES

HYDMINIIN N0 103N wHYSN
WY 15Ve3dON SYNID

V 3dLL VLOM/NALYANEGYE WNN NYA ISVEAJ0N SYNIA'd

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

-50-

www.peraturan.go.id

2016, No.1543

ISVHASON VDN TWNOISSNNA
MOMMINITd3d NyD NYLYNDNId NYLYEYT
"NYONYEINIONI 15435 WYLYHISIN
MYAHSTHIATN SELITWN N ML NON NI 19935 MW TIN D WY S HIHIN I
YO NYSYAYONI IRHIS
OHNIW FHYSN NYDNNANITHD .mﬁund!uzng st b
1l NI Nyl IM3d 15435
N B LTION I MY DN YEINIONT S 15935 NNV 3d WY IN 3d
MW N OISO YT FSN3S
UNEA ISWHASOHE YHYSM HYNIZIN3d
VHYSIISVLISYA 15935 BVIS s NV NN 138 15935
FSWHIA0N WY NYEINEON I
CHHN I THYST NTTATOHTEWId DNvae Pl bty ' — NYSYAYEINTD Nvd NYWSYRNTTIN SNaE
WEHDOES WrNNSNANSD
N N DN I 98 @ns
ML S%d B8NS
HYEINANAN N
BN WHYSO NYD ISYHI40N SYNIO LY Idv1Idaas

HYDNININ YD 11230 YHYSN
NVO 1S40 SYNIO

g AdLL VLOM/NALVANEYY W0 NV ISYNE40N SYNIA 3


http://www.peraturan.go.id

2016, No.1543

-51-

YDOAVdENd "NDYY

VISENOONI MITENdTY HYDONINTW Nva
TIDEM VHYSN NVA ISYAHAON RHHINTNW

T e
| NV 1SYEIS0H NOS ToMOISDNML
LSVLTTNIIN NVLV¥ONI N 3d 15335 | NYLvaYT P E——————
“ NSRS 15475
| Cwmn VHYSNISYLIISYS
|| MM NIV NYAVHINDd
MY NV LOSIDNYIN 15935
TSva40N
| NWONINIONTA NvD NVHRITIN N
| N VANH IR 15415 NYYOVRINT 1IN 15435 u
IR VHVST MV 15ViE3E0N
NYONVENIDNT] N MY AT ONYaIE ML B v e
VYR NYNTTSHAN
WY NYONSTN OV BNS
HYDNINIIN NV 1103
YHIPSI YL FSWH SO0 SYNIG I3V 4435

HDNINIWN WO TEI YHE
W ISV IO ST

D HdLL VLOM/NALYANEGYE WNN NVA ISYEAJ0N SYNIA 4

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

